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ABSTRAK

Pembangunan yang berlangsung di Indonesia masih membutukan
eksistensi Hak Pengelolaan, sebagai pendelegasian hak menguasai Negara
dalam rangka mengatur pemanfaatan tanah guna mencapai kesejahteraan
rakyat. Pro dan kontra terhadap eksistensi Hak Pengelolaan terus bergulir.
Apabila kerancuan ini terus berlangsung, maka akan berdampak kepada
persoalan pertanahan yang tidak kunjung selesai. Hak Pengelolan adalah
realita pengembangan Indonesia yang masyarakat sangat hererogen dan
struktur tanahnya variatif. Berbagai permasalahan mengenai Hak Pengelolaan,
perlu dikaji lebih jauh mengenai Bagaimana akibat hukum kebijakan
perubahan status Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara menjadi Hak
Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan terhadap hak pemegang Hak Guna
Bangunan yang bersangkutan, serta bagaimana perlindungan hokum
pemegang Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara yang berubah menjadi
Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan berdasarkan keadilan dikaitkan
dengan hak menguasai oleh negara. Disamping itu, perlu dikaji mengenai
Bagaimana perspektif kepemilikan hak atas tanah pemegang Hak Guna
Bangunan di atas Hak Pengelolaan berdasarkan asas keadilan dikaitkan
dengan Hak Menguasai Oleh Negara dalam pembangunan hukum pertanahan
Indonesia.

Metode penelitian adalah deskriptif analisis dengan metode yuridis
normatif, yang dilengkapi dengan studi historis dan komparatif, meliputi
kajian secara akademik peraturan perundang-undangan yang mengatur
sistem hukum yang berkaitan dengan kebijakan perubahan status hak atas
tanah dari tanah Negara yang telah berstatus Hak Guna Bangunan menjadi
Hak Pengelolaan. Penelitian ini bertujuan menemukan kepastian terhadap
perubahan status hak atas tanah dari tanah Negara yang telah berstatus Hak
Guna Bangunan menjadi Hak Pengelolaan yang sejalan dengan system
pertanahan Indonesia dalam rangka pembangunan hukum.

Seluruh rangkaian pembahasan dalam disertasi ini baik aspek dasar
hukum agraria, metode, dan perlindungan hukum menunjukan kebijakan
perubahan status hak atas tanah dari tanah Negara yang berstatus Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Pengelolaan harus berakhir terlebih dahulu
kepemilikan hak atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian dapat
dialihkan menjadi Hak Pengelolaan. Perlindungan hukum pemegang Hak
Guna Bangunan berdasarkan ketentuan-ketentuan dibidang pertanahan
masih berlaku selama tidak ada pencabutan hak berdasarkan ketentuan yang
berlaku. Persepektif perubahan status hak atas tanah harus dibuat ketentuan
mengenai kepemilikan Hak Atas Tanah sehingga ketentuan perubahan status
kepemilikan menjadi jelas dan dapat mempunyai kepastian hukum.



ABSTRACT

Development taking place in Indonesia still needs an existence of
Management Right, as a right delegation of administering a state in regulating the
land utility for achieving people’s welfare. Pro and contra to the existence of
Management Right has rolled out continuously. When this confusion is
continuously taking place, then it can has an effect on the problem of land affairs
that is never finished. Management Right is a reality of Indonesian development
in which the society is heterogeneous and its land structure is various. The various
problems concerning Management Right are necessarily studied further pertaining
to how the legal effect of policy in the status change of Building Use Right on the
state’s land into Building Use Right on Management Right over the holder’s right
of the concerned Building Use Right, as well as how the legal protection for
Building Use Right holder on the state’s land that has changed into Building Use
Right on Management Right based on justice associated with controlling right by
State. In addition, it is necessarily studied concerning how the perspective of
ownership in the night for the land of the Building Use Right holder on
Management Right based on the principles of justice associated with controlling
right by State in the legal development of land affairs in Indonesia.

The research method is a descriptive analytic one by using juridical
normative method equipped with historical and comparative study, including
academic study of legislating regulations administering a legal system relating to
the policy of right status change from State’s land that has had a Building Use
Right status into Management Right. This research has an objective to find out a
certainty to the status change of right on for the land that had had a Building Use
Right status into Management Right in line with Indonesian land affairs system in
the frame of legal development.

The entire outline of discussion in this dissertation, both aspects of
agranian legal basis, method as well as legal protection, shows the policy of right
status change for the land from State’s land having Building Use Right status mnto
Management Right must be finished in advance of right ownership for the land,
hence it can be shifted into Management Right. The legal protection for Building
Use Right holder based on the stipulations in the field of land affairs was still
effective as long as there is no cancel for the right based on the effective
stipulations. The perspective of the status change of right for the land must be
made some stipulations concerning the ownership of Right for Land such that the
stipulations of the change of ownership status to be obvious and it can has a legal
certainty.
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih
baik. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional sebagal upaya
mewujudkan tujuan nasional.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkansuatu masyarakat
adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah
negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, sebagaimana
tercantum dalam alinea ke IV Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, agar dapat
mewujudkan tujuan pembangunan tersebut diperlukan perekonomian nasional yang
mantap. Kebijakan dasar pembangunan nasional termuat dalam Pasal 33 ayat (4)
Undang - Undang Dasar 1945 amandemen ke [V yang berbunyi:

"Perekonornian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional."

Tahap perencanaan pembangunan nasional terbagi menjadi Rancangan
Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang
merupakan penjabaran dari tujuan di bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia
yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "Bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan



untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam
oleh negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan
tanggungjawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat.'

Arti penting tanah bagi kelangsungan hidup manusia, karena disanalah manusia
hidup, tumbuh dan berkembang, bahkan secara sekaligus merupakan tempat
dikebumikan pada saat meninggal dunia. Tanah selain memiliki nilai ekonomi yang
tinggi juga mengandung aspek spiritual. Selain dijadikan sebagai tempat bermukim atau
tempat yang dapat memberikan penghidupan kepada individu manusia untuk melakukan
kegiatan mata pencahariannya; keberadaan tanah ini sangat diperlukan untuk melakukan
pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
Tuntutan untuk melaksanakan pembangunan membuka peluang untuk melaksanakan
kerjasama dengan pihak lain. |

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (selanjutnya disebut UUPA) merupakan penjabaran Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945. UUP A berisi peraturan dasar yang memuat hal-hal pokok tentang
dasar dan arah kebijakan politik agraria nasional, khususnya hubungan manusia dengan
tanah.”

Undang-Undang Pokok Agraria masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah,
disamping itu masalah pertanahan yang dihadapi tidak semakin berkurang, namun justru
bertambah dalam kompleksitasnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan UUPA ataupun peraturan-peraturan lain yang

relevan, pada umumnya tidak dilengkapi dengan pemikiran yang tuntas terhadap

' Winahyu Erwiningsih, Hak Mengusai Negara Atas Tanah.Y ogyakarta. Total Media, 2009, hlm
31
? Ibid, him 4.



peraturan pelaksanaannya. Kesenjangan ini bila dibiarkan terlampau lama tentu
menimbulkan ketidakpastian hukum.’

Tanah merupakan hal yang penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia,
schingga dari waktu ke waktu akan terjadi ataupun muncul suatu permasalahan-
permasalahan mengenai pertanahan yang sering timbul di dalam masyarakat. Masalah
tanah adalah masalah yang sangat aktual bagi manusia dimana saja, terutama dalam
masa pembangunan. Berdasarkan pengamatan atas pelaksanaan tugas-tugas
pengawasan, memberikan gambaran kepada kami bahwa masalah tanah adalah faktor
penting yang berpengaruh pada jalannya [:)embangunan.*1

Timbulnya masalah-masalah tanah bukannya disebabkan karena tidak adanya
peraturan perundangan yang memadai, bukannya tidak ada manusia yang mampu
melaksanakannya, melainkan lebih banyak disebabkan oleh kurangnya menguasai dan
menghayati bidang keagrariaan atau pertanahan, schingga dalam pengalamannya terjadi
hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka dalam hal ini
diperlukan cara pandang dan pola pikir yang terarah.

Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan
jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambah
banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga
kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan teknologi menghendaki pula
tersedianya tanah yang banyak misalnya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik,

perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.

*Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta,
Buku Kompas, 2001, hlm. 7.
* John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika, 1988, him 5.



Hubungan manusia dengan tanah bersifat hakiki magis-religius merupakan
hubungan penguasaan dan penggunaan tanah dalam rangka memperoleh manfaat bagi
kepentingan kehidupan dan penghidupannya, baik untuk kepentingan bersama sebagai
mahluk sosial maupun kepentingan perseorangan.” Hubungan rakyat Indonesia dengan
tanah merupakan hal yang sangat mendasar dan asasi. Hubungan ini sangat menentukan
kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan, keberlanjutan dan harmoni bagi bangsa dan
Negara Indonesia. Jika hubungan ini tidak tersusun dengan baik, akan lahir kemiskinan
bagi sebagian terbesar rakyat Indonesia, ketidakadilan peluruhan serta sengketa dan
konflik yang berkepanjangan yang bisa bersifat struktural. Hubungan yang mendasar
dan asasi tersebut dijamin dan dilindungi keberadaannya oleh Konstitusi.’

Perkembangan masyarakat Indonesia, khususnya di  daerah perkotaan
menumbuhkan berkembangnya kebutuhan terhadap rumah tinggal dengan pelbagai
fasilitas yang mendukungnya.” Rumah beserta tanah merupakan kebutuhan yang
mendasar bagi manusia memerlukan kepastian hukum sehingga harus dilakukan
pendaftaran tanah untuk memperoleh jaminan atas tanah.

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi
hak-hak atas tanah dalam dua bentuk :*

l.  hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat
dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh scorang atau badan hukum yang

mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli

*Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Jakarta, Republika,2008,
hlm 2

g Joyo Winoto.2007. Reforma Agraria dan Keadilan Sosiallakarta, hlm 9.
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4 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafitika, Jakarta, 2007, hlm 64.



warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan

(HGB), Hak Pakai (HP).
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hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak “atas tanah yang bersifat
sementara seperti hak gadai, hak usaha bagl hasil, hak menumpang, dan hak
menyewa atas tanah pertanian.

Berbagai macam dari hak atas tanah tersebut, hak milik merupakan satu-satunya
hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang
lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang

atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6."

Menurut Boedi Harsono bahwa walaupun semua hak atas tanah memberikan
kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki, tetapi sifat-sifat khusus haknya,
tujuan penggunaan tanahnya dan batas waktu penggunaannya merupakan pembeda
antara hak yang satu dengan hak yang lain. Hak milik misalnya, sebagai hak yang
terkuat dan terpenuh diantara hak-hak atas tanah yang ada, boleh digunakan untuk
segala keperluan yang terbuka bagi hak-hak atas tanah yang lain, tanpa batas waktu.
Lain halnya dengan Hak Guna Bangunan, hanya terbuka penggunaan tanahnya untuk
keperluan membangun dan memiliki bangunan, dengan jangka waktu yang terbatas.’

Meskipun Hak Guna Bangunan dikatakan mempunyai kekuatan hukum yang lebih
rendah dibandingkan dengan Hak Milik tetapi dengan adanya suatu kebutuhan, maka
para pemegang hak merasa perlu melakukan perubahan status tanah Hak Milik menjadi

Hak Guna Bangunan. Badan hukum dalam hal ini adalah PT (Perseroan Terbatas) harus

¥ Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,
Jakarta, Djambatan,2003, hlm 298,
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DALIL - DALIL

Tanah Aset Negara merupakan hak milik sosial dan sepenuhnya digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah adalah parameter yang paling
penting terhadap pemegang hak atas tanah.

Investasi bidang properti secara maksimal berbanding lurus dengan pemanfataan
tanah yang optimal

Penyeludupan hukum hak atas tanah menciptakan ketidakpastian hukum atas
kepemilikan hak.

Optimalisasi sector pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas,
tidak hanya dari sisi intelektual, tapi juga mental, integritas bahkan moral.

IImu membentuk karakter manusia dalam bertindak

Teknologi informasi yang semakin berkembang berdampak positif tetapi

berdampak negatif bagi kehidupan manusia
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